BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR *TTAHUN 2025
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA

Menimbang

Mengingat

KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal S
Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta
Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten
Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi
Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah



Menetapkan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik  Indonesia  Nomor P.74 /Menlhk/Sekjen/
Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur
Perangkat Dacrah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang
Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan
Hidup dan Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan;

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Dacrah  (Lembaran Daerah  Kabupaten
Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

L.
2.

3.
4.

® N o

Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Pasaman Barat.

Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Pasaman Barat.

Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas
adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman
Barat.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pada Dinas.

Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas.

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat
UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
tertentu pada Dinas.

BAB I
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Dinas  merupakan unsur  penyelenggara  teknis

pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi
kewenangan Daerah.
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(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan
dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:

a. sekretarial membawahi;

1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
2. sub bagian keuangan.

b. bidang penataan, penaatan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup;

c. bidang pengendalian pengelolaan sampah, limbah
bahan berbahaya dan beracun dan peningkatan
kapasitas;

d. bidang pengendalian pencemaran dan Kkerusakan
lingkungan hidup; dan

e. UPTD.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
membawahi Sub bagian umum dan kepegawaian dan sub
bagian keuangan.

(4) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin

oleh kepala sub bagian berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

huruf ¢ dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Bidang yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas.

(6) Pada sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, huruf ¢, huruf d dan UPTD terdapat kelompok
jabatan fungsional dan/atau pelaksana yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
pejabat administrator.

(7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,
dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(8) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam
pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

A
Ul

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas

Pasal 4
(1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan tugas
pembantuan yang menjadi kewenangan Daerah.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
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(1)

(2)

(1)

(2)

ayat (1) Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan dalam urusan pemerintahan di
bidang lingkungan hidup;

b. pelaksanaan kebijakan dalam urusan pemerintahan di
bidang lingkungan hidup;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam urusan
pemerintahan di bidang lingkungan hidup;

d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan pemerintahan
di bidang lingkungan hidup; dan

. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan rencana
dan program kebijakan umum anggaran pendapatan dan
belanja Dacrah, prioritas dan plafon anggaran sementara,
rencana kerja dan anggaran, dokumen pelaksanaan
anggaran, penyelenggaraan tugas bidang sccara terpadu
dan tugas administratif di lingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. pengkoordinasian penyusunan rencana dan program
Dinas;

b. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang
secara terpadu;

c. pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan,
kepegawaian, perlengkapan dan aset serta urusan
rumah tangga Dinas;

d. pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi
rencana anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban
dan laporan keuangan,;

e. penyiapan data bahan evaluasi dan laporan kegiatan
Dinas secara berkala sebagai pertanggungjawaban
tugas pada atasan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 6

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas
melaksanakan administrasi persuratan, kearsipan dan
pengadaan perlengkapan dan aset, rumah tangga,
administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor,
mengelola inventaris kantor serta mengelola urusan
kepegawaian dan kesejahteraan pegawai.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sub bagian umum dan kepegawaian

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan
atau standard operating prosedure;

b. penyiapan bahan perumusan penyusunan program
dan perencanaan di bidang urusan umum dan
kepegawaian;

c. pengelolaan tata naskah pengendalian surat masuk,
surat keluar, administrasi perjalanan dinas dan tata
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kearsipan;

pengelolaan aset dan barang milik Daerah;

pengelolaan urusan rumah tangga;

penyiapan  penyelenggaraan  rapat-rapat Dinas,
pertemuan dan acara rutin, keprotokolan;

pengelolaan administrasi kepegawaian;

penyiapan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
program dan kegiatan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 7

(1) Sub bagian Keuangan mempunyai tugas mempersiapkan
bahan, pedoman, dan petunjuk teknis dan penyusunan
administrasi keuangan Dinas Lingkungan Hidup.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Sub bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a.

penghimpunan dan mempelajari Peraturan
Perundang-undangan dibidang program dan pelaporan
sesuai dengan bidang tugas;

penyiapan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan
atau Standard Operating Prosedure (SOP); .
penginventarisasian dan mengolah data dan informasi
yang berhubungan dengan bidang urusan program
dan pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan
masalah;

penyiapan bahan perumusan penyusunan program
dan kegiatan dibidang urusan keuangan;

penyiapan bahan dalam rangka pengelolaan keuangan
Dinas dan perbendaharaan dinas berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan;

penyusunan laporan realisasi kegiatan fisik dan non
fisik serta laporan monitoring dan evaluasi (monev)
Dinas secara berkala;

pelaksanaan pemeriksaan, penilaian dan evaluasi
terhadap pelaksanaan anggaran Dinas;

pelaksanaan pembinaan dan pengendalian terhadap
bendaharawan dan pengelolaan keuangan Dinas; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai
dengan bidang tugas.

Bagian Ketiga

Bidang Penataan, Penataan Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup

Pasal 8

(1) Bidang penataan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup mempunyai tugas melaksanakan
perencanaan . penataan, penaatan perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), bidang penataan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup menyelenggarakan fungsi:

a.

penginventarisasian data dan informasi sumber daya
alam;



d.
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penyusunan  dokumen  rencana perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup;
pengkoordinasian dan sinkronisasi pemuatan rencana
perlindungan dan  pengelolaan lingkungan hidup
dalam rencana pembangunan jangka panjang dan
rencana pembangunan jangka menengah;
pemantauan dan cvaluasi pelaksanaan rencana
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
penentuan daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup; .
pengoordinasi penyusunan tata ruang yang'berbasm
daya dukung dan daya tampung lingkungan hldup%
penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup
seperti:
1. produk domestik bruto;
2. produk domestik regional bruto hijau; dan
3. mekanisme insentif disinsentif; danpendanaan
lingkungan hidup.
pelaksanaan sinkronisasi rencana per]indungan. dan
pengelolaan lingkungan hidup nasional,
pulau/kepulauan dan ekoregion; '
penyusunan neraca sumber daya alam dan lingkungan
hidup;
penyusunan status lingkungan hidup Daerah;
penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan
tentang rencana perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup;

. penyusunan kajian lingkungan hidup strategis;

pengesahan kajian lingkungan hidup strategis;

pelaksanaan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam

pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis;

pelaksanaan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan

kajian lingkungan hidup strategis;

pemantauan dan evaluasi kajian lingkungan hidup

strategis;

pengkoordinasian penyusunan instrumen pencegahan

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

seperti:

1. analisis dalampak lingkungan;

2. upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya
pemantauan lingkungan hidup;

3. izin lingkungan;

4. audit lingkungan hidup; dan

5. analisis resiko lingkungan hidup.

penilaian terhadap dokumen lingkungan (analisis

mengenai dampak lingkungan dan upaya pengelolaan

lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan

hidup;

penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup

yang transparan,

pelaksanaan proses izin lingkungan;

penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan

pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;

pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan atas

usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin
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perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
x. pelaksanaan  penclaahan dan  verifikasi ~ atas
pengaduan;
y. penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi
pengaduan;
z. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan
pelaporan atas hasil tindaklanjut pengaduan;
aa.penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar
pengadilan maupun melalui pengadilan;
bb. pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan;
cc. pengembangan sistem  informasi penerimaan
pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang
tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup;
dd.penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha
dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan
izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan; o
ee. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima 1zin
lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan
lingkungan; '
ff. pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomenc?a_m
hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan 1zin
perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
gg. pembinaan dan pengawasan terhadap petugas
pengawas lingkungan hidup Daerah;
hh.pembentukan tim koordinasi penegakan hukum
lingkungan, o
ii. pembentukan tim monitoring dan  koordinasi
penegakan hukum;
jj. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
kk.pelaksanaan  penyidikan perkara  pelanggaran
lingkungan hidup;
1l. penanganan barang bukti dan penanganan hukum
pidana secara terpadu; dan
mm. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Pengendalian Pengelolaan Sampah Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas

Pasal 9
(1) Bidang Pengendalian pengelolaan sampah limbah bahan
berbahaya dan beracun dan peningkatan Kkapasitas
mempunyai tugas melaksanaan kegiatan pengelolaan
sampah limbah bahan berbahaya dan beracun dan
peningkatan kapasitas
(2) Bidang Pengendalian pengelolaan sampah limbah bahan
berbahaya dan beracun dan peningkatan kapasitas dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan informasi pengelolaan sampah di
Daerah;
b. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas
jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
c. perumusan kebijakan pengurangan sampah;
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d.

pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada
produsen/ industri;

pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan
kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
pembinaan pendaur ulangan sampah;

penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari
produk dan kemasan produk;

perumusan kebijakan penanganan sampah di Daerah;
pengkoordinasian pemilahan, pengumpulan,
pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
penyediaan sarpras penanganan sampabh;
pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan
sampabh,;

penetapan lokasi tempat penampungan sementara,
tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat
pemrosesan akhir sampah; _
pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir
dengan sistem pembuangan open dumping,
penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat
pengelolaan sampah; ] )
pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan
pemrosesan akhir sampah; ‘
pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain
dan kemitraan dengan badan usaha pengelola
sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan
sampah;

pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan
sampabh;

penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah,
pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir
sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
pelaksanaan perizinan pengolahan sampabh,
pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir
sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan
kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh
badan usaha;

pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja
pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak
lain badan usaha;

perumusan  penyusunan  kebijakan  perizinan
penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya
dan beracun seperti pengajuan, perpanjangan,
perubahan dan pencabutan di daerah,;

pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara
limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam satu
daerah Kabupaten;

pelaksanaan pemantauan dan pengawasan
penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya
dan beracun di Daerah;

penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan
pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun
seperti pengajuan, perpanjangan, perubahan dan
pencabutan dalam di Daerah;

aa. pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah Bahan
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bb.

CcC.

dd.

ff.

hh.

ii.

kk.

11.

min.

nn.

00.

Berbahaya dan Beracun,

pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah bahan
berbahaya dan Beracun menggunakan alat angkut
roda 3 (tiga) di Daerah;

pelaksanaan perizinan penimbunan limbah bahan
berbahaya dan beracun dilakukan di Daerah;
pelaksanaan perizinan penguburan limbah bahan
berbahaya dan beracun medis;

pemantauan dan pengawasan terha(‘iap pengo!ahan,
pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah
bahan berbahaya dan beracun;

penyusunan  kebijakan pengakuan keberadaan
masyarakat hukum adat, kearlfaq lokal atau
pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum
adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan
ingkungan hidup;

%d]eitiﬁkgasi, veri}izlkasi dan validasi serta penetapan
pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat
hukum adat, Kkearifan lokal atau pengetahuan
tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahua_n
tradisional dan hak masyarakat hukum afiat terkait
dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup;
peneIt)apan tanah ulayat yang mempakan keberadgan
masyarakat hukum adat, kearlfan_ lokal atau
pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum
adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup;

pelaksanaan komunikasi dialogis dengan masyarakat

hukum adat;
pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum

adat;

penyusunan data dan informasi profil masyarakat
hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan
tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup;

penyusunan bahan kebijakan peningkatan kapasitas
masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup;

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan,
pengembangan dan  pendampingan terhadap
masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup pelaksanaan fasilitasi
kerjasama dan pemberdayaan masyarakat hukum
adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional
terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup;

penyiapan model peningkatan Kkapasitas dan
peningkatan kerjasama masyarakat hukum adat,
kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan
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pp.

qq.

IT.

SS.

tt.

uu.

ww. pengembangan jenis penghargaan ling

XX.

yy.
ZZ.

peningkatan kerjasama masyarakat hukum ada‘L
kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
pengembangan materi pendidikan dan pelatihan dan
penyuluhan lingkungan hidup;

pengembangan metode pendidikan dan pelatihan dan
penyuluhan lingkungan hidup;

pelaksanaan  pendidikan  dan pelatihan ~ dan
penyuluhan lingkungan hidup;

peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh
lingkungan hidup;

pengembangan kelembagaan kelomp
peduli lingkungan hidup;
pelaksanaan identifikasi ke
pelatihan dan penyuluhan;
penyiapan sarpras pendid
penyuluhan lingkungan hidup;

ok masyarakat
putuhan pendidikan dan
ikan dan pelatihan dan

kungan hidup;

penyusunan  kebijakan tata cara pemberian

penghargaan lingkungan hidup; ‘
pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
pembentukan  tim penilai penghargaan  yang

kompeten;

aaa. pendukungan program pemberian penghargaan

tingkat provinsi dan nasional; dan

bbb. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Hidup

Pasal 10

(1) Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan
lingkungan hidup mempunyai tugas melaksanakan
pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
hidup.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan
lingkungan hidup menyelenggarakan fungsi:

a.

b.

pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi
dan non institusi;

pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah
serta pesisir dan laut;

penentuan baku mutu lingkungan;

pelaksanaan penanggulangan pencemaran, pemberian
informasi, pengisolasian serta penghentian sumber
pencemar institusi dan non institusi;

pelaksanaan pemulihan pencemaran, pembersihan,
remidiasi, rehabilitasi dan restorasi sumber pencemar
institusi dan non institusi;

penentuan baku mutu sumber pencemar,

g. pengembangan sistem informasi Kkondisi, potensi

dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran
atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber
pencemar institusi dan non institusi;
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}.)(‘la.ksapaan pembinaan terhadap sumber pencemar

~Institusi dan non institusi;

J. pﬂqksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi
l.lasﬂ evaluasi sumber pencemar institusi dan non
institusi;

K. penyediaan sarpras pemantauan lingkungan ;

penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;

m. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan; ‘

n. pelaksanaan penanggulangan, pemberian informasi,
pengisolasian serta penghentian kerusakan
lingkungan;

0. pelaksanaan pemulihan, pembersihan,
rehabilitasi dan restorasi kerusakan lingkungan;

p. pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;

q. pelaksanaan pengawetan sumber daya a%am;

r. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sum
alam,;

s. pelaksanaan pencadangan sumber daya alam; "

{. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptast perubahan
iklim;

u. pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca  dan
penyusunan profil emisi gas rumah kaca; )

v. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati; '

w. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konserV]Z?SI,
pemanfaatan berkelanjutan, ddl’l pengendalian
kerusakan keanekaragaman hayati;

x. pemantauan dan pengawasan pelaksana
keanekaragaman hayati;

y. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan
keanckaragaman hayati;

z. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan
database keanekaragaman hayati; dan

aa. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

—

remediasi,

ber daya

an konservasi

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 11

(1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau
tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas
dapat dibentuk UPTD.

(2) Ketentuan  lebih lanjut mengenai Pembentukan,
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta
tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan peraturan Bupati.

BAB 1V
TATA KERJA

Pasal 12
Dalam melaksanakan tugas pimpinan unit organisasi di
lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi
dan sinkronisasi baik dalam lingkungan maupun antar unit
organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan
instansi lain di luar Pemerintah Daerah.
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(1) Pimpine ; Pasal 13
| bertgr?;gr:lngul'];ty borgams.aSI. di lingkungan Dinas
bawahan danJ ma bm?mlmpll} dan mengoordinasikan
dala emberikan bimbingan serta petunjuk
3 B m pelaksanaan tugas.
@ té?lp(;l"lan unit organisasi mengawasi bawahannya dan bila
jadl penyimpangan agar mangambil Jangkah-langkah
yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
(3) lepi{mn unit organisasi mengikuti dan mematuhi
petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan.

. Pasal 14

(1) pimpinan unit organisasi di lingkungan
laporan berkala tepat pada waktunya.

(2) Laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi di
lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dari bawahannya,
diolah dan diproses serta dipergunakan sebagai bahan
untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk
memberikan petunjuk kepada bawahannya.

(3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan
laporan disampaikan kepada unit organisasi lain yang
secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Dinas menyiapkan

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Nomor 74 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja
Dinas Lingkungan Hidup dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

Pasal 16
Peraturan Bupati ini mulai perlaku pada tanggal

diundangkan.



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan
dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal ... 20 Mgl 2025
BUPATI PASAMAN BARAT,

YULIANTO

Diundangkan di Simpang Empat
pada tanggal ... 20 e 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

DODDY SAN ISMAIL

70
BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2940 NOMOR 2.
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Simpang Empat, Maret 2023
Kepada
Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat
di-

Simpang Empat

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat,

Kepada

Dari

lentang

Untuk mohon

menandatangani

e by gt vy foras
i P18 fBanry

[ H 525

Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat.

Kepala Bagian Organisasi Sckretariat Dacrah Kabupaten Pasaman

Barat

Rancangan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor ... Tahun 2025
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta

Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

Rancangan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor ... Tahun 2025
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI,

DEWI AFRIYENI, S.STP, M. M
Pembina ' 1V.a
' NIP. 19850414 200312 2 001

— M
QPM drapan

o




